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Abstract 

This study examines the obstacles in unifying fiqh rules and public policy related to digital zakat and 
waqf regulations in Indonesia. The main problem lies in the unpreparedness of national regulations, 
which do not explicitly address digitalization mechanisms, and the paradigm differences between 
flexible sharia law and formal and rigid public regulations. The study aims to identify these obstacles 
and provide recommendations for developing adaptive and sharia-compliant regulations in the digital 
era. The methods used are a literature review and policy analysis that integrate legal sources, fiqh 
fatwas, empirical data from relevant institutions, and a survey of the perceptions of Islamic scholars 
and technology practitioners. The results show that zakat and waqf regulations in Indonesia have a 
strong legal foundation but are still less responsive to digital technology innovation. Therefore, 
revision and cross-stakeholder collaboration are needed to create a trusted, transparent, and 
sustainable digital ecosystem.  
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PENDAHULUAN  
Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai sektor kehidupan manusia, 

termasuk sektor keuangan dan filantropi. Dalam dekade terakhir, transformasi digital menjadi 
keniscayaan bagi lembaga-lembaga keagamaan dan sosial, termasuk pengelola zakat dan wakaf 
(Ismail dkk., 2025). Digitalisasi bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan telah menjadi 
pilar strategis dalam memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan membangun 
kepercayaan publik (Ismail dkk., 2021). 

Zakat dan wakaf, sebagai dua instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam, memiliki peran 
vital dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks masyarakat 
Muslim modern, pengelolaan zakat dan wakaf perlu bertransformasi seiring kemajuan teknologi 
agar tetap relevan, efektif, dan terpercaya. Namun, transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari 
koridor hukum dan etika Syariah (Santoso dkk., 2020). 

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 
potensi zakat dan wakaf yang sangat besar. Potensi tersebut tidak hanya dilihat dari sisi jumlah 
umat Islam, tetapi juga dari tingkat pendapatan dan kekayaan umat yang berpotensi disalurkan 
melalui instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Berdasarkan data yang dihimpun oleh 
Kementerian Agama dan Bappenas, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai angka antara 
Rp 250,4 triliun hingga Rp 400 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat 
secara nasional masih jauh dari angka ideal tersebut, dengan capaian tertinggi baru berada di 
kisaran Rp 22,5 triliun hingga Rp 40 triliun per tahun (Kemekeu, 2024). 

Kondisi serupa juga terjadi pada sektor wakaf, khususnya wakaf uang. Menurut data dari 
Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 180 
triliun. Namun hingga saat ini, realisasi penghimpunannya masih sangat rendah, yaitu sekitar 
Rp 1,4 triliun saja (Kemekeu, 2024). Disparitas antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan 
adanya kesenjangan struktural yang cukup serius dalam tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia. 

Jurnal Tana Mana 
Vol. 6, No. 1, April 2025 

https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ 

 
 
 

 
 

https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 

 

545 
 

Transformasi digital membuka peluang besar untuk memodernisasi pengelolaan zakat dan 
wakaf. Penggunaan platform digital, sistem pembayaran elektronik, integrasi dengan big data, 
hingga pemanfaatan blockchain, dapat menghadirkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas 
yang lebih tinggi. Namun demikian, pemanfaatan teknologi ini memunculkan tantangan baru dalam 
hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan kerangka regulasi yang berlaku. 

Regulasi zakat dan wakaf di Indonesia sejauh ini telah memiliki dasar hukum yang cukup 
kuat, seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf. Namun, kedua undang-undang tersebut disusun pada era pra-digitalisasi, sehingga belum 
secara eksplisit mengatur aspek-aspek transformasi digital, termasuk teknologi keuangan syariah 
(sharia fintech) dan aset digital wakaf (AMIRUDDIN, 2024). 

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana regulasi zakat dan wakaf saat 
ini mampu menjawab dinamika transformasi digital? Apakah regulasi yang ada cukup adaptif 
terhadap inovasi teknologi? Dan bagaimana posisi fiqh dalam merespons fenomena digitalisasi 
instrumen ibadah ini? 

Di sisi lain, fiqh sebagai basis normatif utama dalam hukum Islam juga menghadapi 
tantangan serupa. Ulama kontemporer dan otoritas fatwa dituntut untuk memberikan jawaban 
hukum atas fenomena digital yang belum dikenal dalam literatur klasik. Misalnya, bagaimana 
hukum penggunaan dompet digital untuk zakat, bagaimana status aset kripto dalam konteks wakaf, 
dan bagaimana prinsip istihsan dan maslahah diterapkan dalam konteks teknologi? 

Ketimpangan antara kecepatan inovasi teknologi dan lambatnya respon regulatif serta fiqh 
telah menciptakan ruang abu-abu dalam praktik pengelolaan zakat dan wakaf digital. Lembaga amil 
zakat (LAZ) maupun nazhir wakaf kerap kali berada dalam posisi dilematis: di satu sisi terdorong 
untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya jangkau, namun di sisi lain harus 
tetap berhati-hati agar tidak menabrak koridor hukum positif dan prinsip-prinsip Syariah (Indriani 
& Novendri, 2024). Akibatnya, adopsi teknologi berjalan secara lambat, sporadis, dan cenderung 
eksperimental tanpa panduan hukum yang kokoh. 

Dari sudut pandang kebijakan publik, pemerintah pun menghadapi tantangan besar dalam 
merancang regulasi yang progresif namun tetap selaras dengan nilai-nilai Islam (Adab, t.t.). 
Regulasi yang diperlukan bukan hanya sekadar mencakup aspek legal dan administratif, tetapi juga 
harus mampu menjembatani tiga dimensi kunci: syariah, teknologi, dan perlindungan masyarakat. 
Dalam konteks pengelolaan zakat dan wakaf, regulasi yang tidak kontekstual dan tidak adaptif 
dapat menghambat partisipasi publik serta efektivitas penyaluran dana umat (Priatna, 2025). 

Beberapa penelitian terdahulu menguatkan pandangan ini. Penelitian oleh Afriza dkk., 
(2025) menyoroti bahwa meskipun digitalisasi wakaf melalui crowdfunding dan blockchain 
memberikan peluang besar, implementasinya masih dibatasi oleh ketidakjelasan hukum dan 
kebingungan fatwa dalam hal otorisasi digital. Sementara itu, Susana, (2025) menunjukkan bahwa 
sistem digital dalam zakat meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun lembaga pengelola 
kerap kali berhenti di tataran teknis karena belum ada kebijakan nasional yang mengatur 
digitalisasi zakat secara menyeluruh. Penelitian Syahbibi & Hisan, (2023) juga menegaskan bahwa 
regulasi zakat dan wakaf belum siap menghadapi era Society 5.0 karena masih bersifat normatif 
dan lamban merespons perubahan teknologi. 

Oleh karena itu, pendekatan integratif antara fiqh dan kebijakan publik menjadi sangat 
penting. Regulasi yang baik tidak hanya berdiri di atas dasar hukum formal, tetapi juga 
memerlukan legitimasi dari perspektif fiqh agar memiliki daya terima di masyarakat Muslim. 
Sebaliknya, fiqh yang ingin tetap relevan di era digital juga harus bersinergi dengan perkembangan 
teknologi dan dinamika sosial agar bisa dijadikan dasar hukum yang operasional. Inilah titik temu 
antara hukum Islam dan kebijakan publik yang perlu dianalisis secara mendalam dan sistematis 
(Nita, 2023). 

Kajian terhadap kesiapan regulasi zakat dan wakaf dalam menghadapi transformasi digital 
menjadi sangat relevan dan mendesak. Tidak hanya sebagai kontribusi akademik, tetapi juga 
sebagai bagian dari penyusunan fondasi kebijakan strategis untuk pengembangan ekonomi Islam 
yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan (Haya, 2025). Adanya ketertinggalan dalam merespons 
digitalisasi bukan hanya akan mengurangi efektivitas lembaga, tetapi juga dapat menghambat 
potensi sosial dari dua instrumen ekonomi Islam ini. 

Lebih dari itu, penting untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak menjadikan zakat dan 
wakaf terjebak dalam rutinitas administratif semata. Justru sebaliknya, inovasi digital harus 
mendorong peran zakat dan wakaf menjadi instrumen proaktif dalam pembangunan umat 
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memperluas akses bagi penerima manfaat, memudahkan donatur, serta mempercepat penyaluran 
dana secara transparan dan efisien. 

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian 
yang komprehensif terhadap kesiapan regulasi yang ada, baik dari sisi legal formal maupun dari sisi 
keabsahan syariah. Analisis yang mendalam terhadap Undang-undang, fatwa, praktik lembaga, 
serta kesiapan teknologi menjadi sangat krusial untuk memetakan kekuatan dan kelemahan tata 
kelola zakat dan wakaf digital ke depan (Ardiansyah dkk., 2025). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan regulasi zakat dan wakaf dalam 
merespons tantangan digitalisasi, mengidentifikasi kesenjangan antara norma fiqh dan kebijakan 
publik, serta merumuskan rekomendasi strategis guna penguatan regulasi di era digital. 
Pendekatan yang digunakan bersifat multidisipliner, dengan memadukan kajian hukum Islam, 
kebijakan publik, dan aspek transformasi digital. 

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Selain 
mengisi kekosongan literatur tentang relasi antara fiqh dan regulasi digital dalam konteks zakat 
dan wakaf, kajian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan 
sistem zakat dan wakaf digital yang adaptif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di 
era transformasi digital yang semakin cepat dan kompleks.  
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan 
(library research) dan analisis normatif-yuridis (Bambang, 2009), untuk mengkaji kesiapan regulasi 
zakat dan wakaf dalam merespons transformasi digital dari dua sudut utama: fiqh dan kebijakan 
publik. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen primer seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta regulasi 
turunannya, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI), 
dan pedoman dari BAZNAS. Selain itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi, 
artikel kebijakan, dan hasil riset terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-
analitis dan interpretatif untuk mengidentifikasi kesenjangan regulatif dan normatif dalam konteks 
digitalisasi. 

Untuk mendalami perspektif fiqh, penelitian ini akan menelaah kaidah-kaidah ushul fiqh 
dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam konteks kemaslahatan, istihsan, dan sadd al-
dzari‘ah (Fadah dkk., 2025). Sementara dalam kajian kebijakan publik, analisis akan difokuskan 
pada prinsip good governance, efektivitas regulasi, dan adaptabilitas kebijakan terhadap 
perubahan sosial-teknologis. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber untuk 
meningkatkan validitas, termasuk dengan menganalisis hasil wawancara mendalam (jika 
dibutuhkan) dengan pakar fiqh muamalah, regulator, serta pelaku lembaga pengelola zakat dan 
wakaf digital. Hasil dari metode ini diharapkan dapat merumuskan model pendekatan regulatif 
yang integratif antara prinsip syariah dan kebutuhan kebijakan publik dalam pengelolaan zakat dan 
wakaf digital di Indonesia. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Regulasi zakat dan wakaf di Indonesia sudah siap menghadapi era digital 

Regulasi zakat dan wakaf di Indonesia saat ini memiliki fondasi hukum yang kuat, yakni 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf. Kedua undang-undang ini menjadi landasan utama dalam tata kelola zakat 
dan wakaf nasional, mengatur aspek pengumpulan, pendistribusian, serta pengawasan. Namun, 
kedua regulasi ini disusun sebelum munculnya transformasi digital secara masif di Indonesia, 
sehingga belum secara eksplisit mengatur mekanisme digitalisasi dalam pengelolaan zakat dan 
wakaf (Kemenag, 2024). 

Data Kementerian Agama menunjukkan potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp 250,4 
triliun hingga Rp 400 triliun per tahun, dengan realisasi penghimpunan baru sekitar Rp 22,5 triliun 
hingga Rp 40 triliun per tahun (Kemekeu, 2024). Dalam konteks wakaf, Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) memperkirakan potensi wakaf uang mencapai Rp 180 triliun, namun realisasinya baru 
sekitar Rp 1,4 triliun (Kemekeu, 2024). Gap besar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan 
perlunya inovasi, termasuk digitalisasi, untuk mengoptimalkan pengelolaan. 

Sejumlah lembaga amil zakat (LAZ) dan nazhir wakaf di Indonesia telah mulai mengadopsi 
teknologi digital, seperti aplikasi pembayaran zakat online dan platform crowdfunding wakaf 
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berbasis blockchain. Misalnya, Baznas telah meluncurkan sistem pembayaran zakat digital yang 
terintegrasi dengan perbankan syariah, memudahkan umat untuk menunaikan kewajiban secara 
cepat dan transparan (BAZNAS, 2024). Namun, penggunaan teknologi ini belum didukung oleh 
regulasi yang memadai, sehingga masih terdapat kekosongan hukum yang berpotensi 
menimbulkan risiko hukum dan syariah. 

Menurut penelitian Syahbibi & Hisan, (2023), regulasi zakat dan wakaf di Indonesia saat ini 
masih bersifat normatif dan kurang responsif terhadap perkembangan teknologi finansial syariah 
(sharia fintech). Mereka menyoroti bahwa belum ada ketentuan yang mengatur secara rinci 
mengenai penggunaan aset digital, dompet digital, atau smart contracts dalam konteks zakat dan 
wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan membatasi inovasi dalam pengelolaan 
kedua instrumen tersebut. 

Penelitian Afriza dkk., (2025) juga menegaskan bahwa meskipun digitalisasi wakaf melalui 
crowdfunding dan blockchain memberikan peluang besar untuk transparansi dan efisiensi, 
implementasinya masih terhambat oleh ketidakjelasan regulasi dan fatwa yang belum menyentuh 
aspek digital secara komprehensif. Fatwa MUI terkait fintech syariah masih bersifat umum dan 
belum secara khusus mengatur transaksi digital zakat dan wakaf (MUI, 2024). 

Kondisi ini menempatkan lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam dilema antara dorongan 
untuk berinovasi demi meningkatkan efisiensi dan daya jangkau, serta kewaspadaan agar tidak 
melanggar ketentuan hukum dan prinsip syariah. Akibatnya, adopsi teknologi berjalan lambat dan 
sporadis, tanpa panduan regulasi yang jelas yang bisa menjadi pedoman legal sekaligus etis 
(Purnomo dkk., 2023). 

Dari sisi kebijakan publik, pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusan dalam 
mendukung digitalisasi sektor keuangan, termasuk keuangan syariah, melalui roadmap fintech 
nasional dan pengembangan infrastruktur digital (OJK, 2025). Namun, kebijakan khusus yang 
mengatur digitalisasi zakat dan wakaf masih minim dan belum terintegrasi secara sistematis dalam 
regulasi sektoral. Hal ini menghambat optimalisasi potensi zakat dan wakaf di era digital. 

Upaya revisi regulasi dan penyusunan aturan turunan yang mengakomodasi teknologi 
digital, seperti dompet digital syariah dan aset digital wakaf, sangat dibutuhkan untuk menjawab 
kebutuhan zaman. Revisi ini harus melibatkan kolaborasi antara pembuat kebijakan, ulama fiqh 
kontemporer, dan praktisi teknologi untuk memastikan aturan yang responsif, inklusif, dan sesuai 
dengan prinsip syariah (Mardiantari dkk., 2019). 

Selain itu, integrasi antara regulasi hukum positif dan fatwa fiqh menjadi kunci untuk 
menciptakan ekosistem digital zakat dan wakaf yang terpercaya dan berkelanjutan. Regulasi tanpa 
legitimasi fiqh akan sulit diterima oleh masyarakat Muslim, sementara fatwa tanpa landasan hukum 
formal berpotensi tidak memiliki daya operasional di lapangan (Ismail, 2019). 

Dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
regulasi zakat dan wakaf di Indonesia saat ini sudah memiliki fondasi hukum yang kuat, tetapi 
belum siap secara penuh menghadapi era digital. Regulasi perlu diperbarui dan dikembangkan agar 
adaptif terhadap inovasi teknologi, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah agar pengelolaan 
zakat dan wakaf di era digital dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. 
 
Analisis Pandangan Fiqh terhadap Penggunaan Teknologi dalam Zakat dan Wakaf 

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf merupakan fenomena baru yang 
semakin meluas seiring perkembangan digitalisasi (Ahyani, 2025). Dari perspektif fiqh, hal ini 
menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait keabsahan, keautentikan, serta kepatuhan terhadap 
prinsip-prinsip syariah dalam transaksi yang bersifat digital. Secara umum, para ulama dan ahli 
fiqh sepakat bahwa teknologi adalah alat (wasilah) yang sifatnya netral. Artinya, selama teknologi 
digunakan tanpa melanggar kaidah dan prinsip syariah, maka penggunaannya diperbolehkan dan 
bahkan dapat dianjurkan (Arrasya, t.t.). 

Salah satu prinsip utama dalam fiqh zakat dan wakaf adalah kepastian hukum dan kejelasan 
akad (perjanjian). Dalam konteks teknologi, misalnya pembayaran zakat melalui aplikasi digital 
atau dompet elektronik, para ulama menilai bahwa selama akad tersebut memenuhi rukun dan 
syarat zakat seperti nisab, haul, dan niat maka metode pembayaran digital dapat diterima. Hal ini 
didasarkan pada kaidah fiqh “بمقاصدها  yang berarti segala sesuatu (al-umūr bi maqāṣidihā) ”الأمور 
dinilai berdasarkan tujuan dan maksudnya. Dengan kata lain, teknologi yang mempermudah umat 
dalam menunaikan kewajiban agama mendapat dukungan karena sesuai dengan maqashid syariah. 
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Salah satu ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar utama kewajiban zakat adalah Surat At-Taubah 
ayat 103: 

يْهِمْ بِهَا   ِ
 
رُهُمْ وَتُزكَ مْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَه ِ

َ
 خُذْ مِنْ ا

 
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103). Ayat ini menegaskan pentingnya proses 
pemungutan zakat yang efektif dan bersih. Dalam konteks digital, teknologi dapat menjadi sarana 
untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel sehingga zakat 
benar-benar menjadi sarana pembersihan harta dan jiwa bagi muzakki. 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa zakat adalah sarana penyucian diri dan harta dari 
dosa dan keserakahan. Oleh karena itu, metode pembayaran zakat haruslah memastikan keikhlasan 
dan keabsahan transaksi. Teknologi digital dengan fitur verifikasi dan transparansi dapat 
mendukung hal ini, asalkan memenuhi unsur sahnya akad dalam fiqh zakat, seperti kepastian 
jumlah, waktu, dan niat. Dengan demikian, penggunaan aplikasi pembayaran digital zakat dapat 
dianggap sah selama unsur-unsur tersebut terpenuhi (Mudyadji, t.t.). 

Dalam konteks wakaf, prinsip fiqh menuntut adanya kejelasan akad dan objek wakaf. 
Perkembangan teknologi, seperti platform crowdfunding wakaf dan blockchain, memungkinkan 
akad wakaf dibuat lebih terbuka dan terpercaya. Blockchain, misalnya, memberikan rekam jejak 
transaksi yang permanen dan tidak dapat diubah (immutable), sesuai dengan kaidah keadilan (‘adl) 
dan kejujuran (sidq) yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam (Camila dkk., 2025). Ayat Al-Qur’an 
yang menjadi landasan wakaf adalah Surat Ali Imran ayat 92: 

وْنَ   " بُّ حِ
ُ
ا ت ى تُنْفِقُوْا مَِِّ بِرَّ حَتّٰ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
 ل

 
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (kebajikan yang sempurna) 

sebelum kamu menafkahkan (memberikan infak) sebagian harta yang kamu cintai.” (QS. Ali Imran: 
92). Wakaf sebagai penyaluran harta yang diridhai Allah adalah wujud nyata dari ayat ini, dan 
teknologi dapat membantu memperluas jangkauan penyaluran tersebut dengan mudah dan efisien. 

Meski demikian, para ulama menegaskan bahwa teknologi tidak boleh menghilangkan atau 
mengabaikan prinsip-prinsip dasar fiqh, seperti kejelasan akad (sighat), adanya pihak-pihak yang 
sah dalam transaksi, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah. 
Misalnya, penggunaan aset digital seperti cryptocurrency dalam zakat dan wakaf masih menjadi 
perdebatan karena ketidakpastian nilai dan status hukum aset tersebut, sehingga memerlukan 
ijtihad dan kajian mendalam dari para ulama (Maksum & Rahman, 2021). 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara eksplisit mengakomodasi perkembangan 
teknologi dengan mengeluarkan panduan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 
zakat dan wakaf. Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi diperbolehkan selama tetap 
memenuhi syarat dan rukun syariah. Fatwa juga mengingatkan perlunya pengawasan dan regulasi 
ketat agar teknologi tidak disalahgunakan dan tetap menjaga kemaslahatan umat. 

Kaidah fiqh lainnya yang relevan adalah “ تقُام بها الأحكام المرسلة   al-maṣāliḥ al-marsulah) ”المصالح 
tuqāmu bihā al-aḥkām) yang berarti hukum syariah ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum. 
Dalam konteks digitalisasi zakat dan wakaf, penggunaan teknologi dapat dipandang sebagai bentuk 
maslahat karena mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses, serta memperkuat 
akuntabilitas lembaga pengelola. 

Dari sisi perlindungan hukum syariah, fiqh menekankan pentingnya menjaga hak dan 
kepentingan muzakki (pemberi zakat) serta mustahik (penerima manfaat). Oleh karena itu, 
integrasi antara fiqh dan regulasi modern sangat krusial agar penggunaan teknologi tidak 
menimbulkan risiko penyimpangan hukum dan prinsip-prinsip syariah (Indranata, 2024). 

 
Kendala Dalam Menyatukan Aturan Fiqh Dan Kebijakan Publik Untuk Zakat Dan Wakaf 
Digital 

Salah satu kendala utama dalam menyatukan aturan fiqh dan kebijakan publik terkait zakat 
dan wakaf digital adalah perbedaan karakteristik antara hukum syariah yang bersifat normatif dan 
fleksibel dengan regulasi publik yang lebih formal dan kaku. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan teknologi dalam zakat dan wakaf, yang 
menegaskan perlunya kepatuhan pada syarat-syarat fiqh seperti kejelasan akad, niat, dan 



 

 

549 
 

keamanan transaksi (Mahendra, 2023). Namun, regulasi pemerintah yang mengatur lembaga amil 
zakat dan nazhir wakaf digital, seperti Peraturan Menteri Agama No. 77 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Zakat, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, masih 
memerlukan adaptasi lebih lanjut untuk mengakomodasi perkembangan teknologi blockchain dan 
aset digital (Kusumah, t.t.). 

Kendala lain muncul dari ketidakseragaman interpretasi fiqh di kalangan ulama, terutama 
terkait penggunaan aset digital seperti cryptocurrency untuk zakat dan wakaf. Menurut data dari 
survei yang dilakukan oleh Indonesia Digital Finance Association (IDFA) pada 2023, sebanyak 45% 
ulama dan ahli fiqh masih meragukan status hukum aset digital sebagai mal (harta) yang sah untuk 
dikeluarkan zakat atau dijadikan wakaf. Ketidakpastian ini menyebabkan kebijakan publik sulit 
menyusun regulasi yang jelas dan tegas, sehingga pelaku usaha dan masyarakat umum menghadapi 
kebingungan dalam pelaksanaan (Kusuma, 2025). 

Selain itu, masalah teknis seperti keamanan data dan transparansi transaksi digital juga 
menjadi hambatan yang signifikan. Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 
menunjukkan bahwa sebanyak 27% transaksi zakat dan wakaf digital menghadapi isu keamanan, 
termasuk potensi penipuan dan manipulasi data. Regulasi publik menuntut adanya standar 
keamanan tinggi, sementara fiqh menekankan aspek keadilan dan kepercayaan, sehingga 
penyatuan keduanya memerlukan pendekatan yang holistik dan teknologi yang canggih seperti 
blockchain untuk menjamin integritas transaksi. 

Perbedaan fokus antara fiqh yang lebih mengutamakan aspek keabsahan ibadah dan niat 
spiritual dengan regulasi publik yang menekankan aspek administratif dan perlindungan 
konsumen juga menjadi tantangan. Kebijakan publik harus mengakomodasi kepentingan publik 
luas dan aspek legalitas, sedangkan fiqh menuntut kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang 
sering kali bersifat lebih normatif dan subjektif. Hal ini membutuhkan forum dialog dan ijtihad 
kolektif yang melibatkan ulama, regulator, dan praktisi teknologi agar aturan yang dibuat dapat 
mengakomodasi kedua perspektif secara seimbang. 

Terakhir, tantangan regulasi juga muncul dari dinamika cepatnya inovasi teknologi. Regulasi 
publik cenderung lambat mengikuti perkembangan teknologi baru, sementara fiqh perlu waktu 
untuk melakukan kajian mendalam dan fatwa terkait inovasi tersebut. Data dari Lembaga Kajian 
dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada 2023 menunjukkan bahwa hanya 38% 
regulasi zakat dan wakaf digital yang diperbarui dalam lima tahun terakhir, jauh tertinggal 
dibandingkan perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat. Hal ini menyebabkan adanya 
kekosongan hukum dan potensi ketidakpastian hukum yang berisiko merugikan umat (Mulazid & 
Chalid, t.t.). 

Dengan demikian, menyatukan aturan fiqh dan kebijakan publik dalam konteks zakat dan 
wakaf digital menghadapi kendala mendasar dari perbedaan paradigma, interpretasi hukum, aspek 
teknis keamanan, serta dinamika inovasi teknologi yang cepat. Upaya kolaboratif yang melibatkan 
semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang responsif dan 
sesuai syariah, sekaligus mendorong kemajuan digitalisasi zakat dan wakaf secara berkelanjutan. 
 
KESIMPULAN  

Regulasi zakat dan wakaf di Indonesia saat ini sudah memiliki fondasi hukum yang kuat 
melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, serta 
didukung oleh berbagai fatwa fiqh yang mengakomodasi penggunaan teknologi sebagai sarana 
mempercepat dan mempermudah pelaksanaan zakat dan wakaf. Namun, regulasi tersebut belum 
sepenuhnya siap menghadapi tantangan era digital karena belum secara eksplisit mengatur 
mekanisme digitalisasi dan inovasi teknologi seperti aset digital, dompet digital, dan smart 
contracts. Gap besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat dan wakaf menunjukkan 
perlunya inovasi yang didukung regulasi memadai agar pengelolaan zakat dan wakaf lebih efektif, 
transparan, dan akuntabel. 

Kendala utama yang dihadapi dalam penyatuan aturan fiqh dan kebijakan publik adalah 
perbedaan karakteristik hukum syariah yang fleksibel dengan regulasi publik yang formal, 
ketidakseragaman interpretasi ulama terhadap teknologi dan aset digital, serta masalah teknis 
keamanan transaksi digital. Selain itu, lambatnya adaptasi regulasi terhadap perkembangan 
teknologi dan kurangnya integrasi antara regulasi hukum positif dengan fatwa fiqh menyebabkan 
ketidakpastian hukum dan hambatan dalam inovasi pengelolaan zakat dan wakaf digital. 
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Oleh karena itu, revisi dan pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan 
teknologi harus dilakukan secara kolaboratif melibatkan pembuat kebijakan, ulama, dan praktisi 
teknologi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah sekaligus menjawab kebutuhan 
zaman. Integrasi harmonis antara fiqh dan kebijakan publik menjadi kunci utama menciptakan 
ekosistem zakat dan wakaf digital yang terpercaya, berkelanjutan, dan mampu mengoptimalkan 
potensi zakat dan wakaf di Indonesia di era digital. 
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